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PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT ………
DENGAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA

Nomor : ...
Nomor : HK.03.01/E.X/         /2026

TENTANG
PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN

Perjanjian Kerjasama tentang pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan disingkat: ”Perjanjian” ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ......... tanggal ................ bulan ............. tahun dua ribu dua puluh enam (DD-MM-2026) di ……………, antara:

	1. ……………
	:
	(1) Direktur Rumah Sakit …………… berdasarkan Surat Keputusan ................... yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit ……………, berkedudukan di ............... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

	2. Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
	:
	Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.01.05/A/4422/2026 tanggal 16 Maret 2026 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya, yang bertempat kedudukan di Jalan Karangmenjangan Nomor 22 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.




Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

Dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA sebagai pihak pengelola sarana prasarana dan alat kesehatan mempunyai kedudukan dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Rumah Sakit …………… , membutuhkan jasa atau layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan secara berkala atau periodik;
2. PIHAK KEDUA sebagai penyedia pelayanan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan sanggup dan bersedia melakukan pekerjaan dimaksud di lingkungan Rumah Sakit ……………

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain, yang dituangkan dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 140 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Perundang–Undangan lain yang berlaku;
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit …………… melalui pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dimilikinya secara berkala atau periodik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memerlukan jasa atau layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit …………… dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melakukan pekerjaan dimaksud sesuai standar yang berlaku.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut :
a. Mengirimkan surat permohonan disertai data jenis serta jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian kalibrasi dan/atau inspeksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan setiap tahunnya kepada PIHAK KEDUA
b. Membayar biaya pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah alat yang diuji/kalibrasi/inspeksi berdasarkan tarif yang berlaku di BPAFK Surabaya
c. Membayar biaya perjalanan dinas petugas yang meliputi uang harian, transportasi dan akomodasi kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.

2. Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA mempunyai HAK sebagai berikut :
a. Mendapatkan atau menerima hasil layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam bentuk label dan sertifikat pengujian kalibrasi alat kesehatan, laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar-x dan/atau laporan hasil inspeksi sarana prasarana kesehatan dimana sertifikat tersebut dapat diunduh PIHAK PERTAMA melalui https://clientarea.bpfk-sby.org/login (kecuali untuk beberapa jenis alat tertentu yang masih dalam penyiapan)
b. Menerima berita acara pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK
c. Menerima lampiran bukti pembayaran yang berhubungan dengan perjalanan dinas meliputi uang harian, transportasi dan akomodasi dari PIHAK KEDUA
d. Melakukan evaluasi atas hasil layanan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai KEWAJIBAN sebagai berikut :
a. Melakukan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan sesuai permintaan dari PIHAK PERTAMA berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan menempelkan label pada sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan hasil pengujian kalibrasi dan/atau inspeksi
b. Memberikan berita acara pengujian pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan sertifikat hasil pengujian kalibrasi, inspeksi atau laporan hasil uji kesesuaian pesawat sinar-x
c. Menyerahkan kelengkapan administrasi berupa bukti pembayaran akomodasi, transportasi serta Surat Perintah Perjalanan Dinas/ SPPD kepada PIHAK PERTAMA

2. Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai HAK sebagai berikut :
a. Menerima surat permohonan disertai data jenis serta jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian kalibrasi dan/atau inspeksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan setiap tahunnya kepada PIHAK KEDUA
b. Menerima pembayaran biaya pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan sesuai dengan jumlah sarana prasarana dan alat yang diuji/kalibrasi/inspeksi dan sesuai tarif yang berlaku
c. Menerima pembayaran biaya perjalanan dinas petugas yang meliputi uang harian, transportasi dan akomodasi dari PIHAK PERTAMA setelah pekerjaan selesai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan


Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama ....... (.............) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat ditinjau/dievaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun sekali untuk mengakomodasi kebutuhan pada tahun berjalan dan pengembangan pada tahun berikutnya.	Comment by KBT BPFKS: Dihapus apabila hanya berlaku 1 tahun

Pasal 6
TARIF DAN BIAYA

1. Biaya yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas kegiatan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan milik PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian meliputi :
a. Biaya pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan sesuai jenis dan jumlah dan dibayarkan sesuai pola tarif yang berlaku pada Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surabaya
b. Biaya petugas meliputi uang harian, transportasi dan akomodasi dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan)
2. [bookmark: _Hlk219281022]Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tanpa dipotong pajak (Permenkeu No. 262/PMK.03/2010)
3. Apabila terjadi perubahan tarif, maka biaya dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA setiap perubahan tarif tersebut.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran terhadap seluruh biaya pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan perincian sebagaimana yang telah disepakati dalam proses tersendiri
2. PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan atas biaya dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan kegiatan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan selesai
3. Pembayaran dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah diterimanya surat pemberitahuan pembayaran secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA
4. [bookmark: _Hlk174526859]Pembayaran dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a (biaya pola tarif pengujian kalibrasi dan/atau inspeksi) dilaksanakan dengan tunai atau melalui Bank/Pos Persepsi menggunakan Kode Billing yang diterbitkan melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) – Kementerian Keuangan. Kode Billing tersebut didapatkan dengan cara:
· Menghubungi Unit Administrasi PNBP melalui whatsapp 081575999046
· Mengingat masa berlaku billing hanya 7 (tujuh) hari, rumah sakit dapat meminta Kode Billing pada saat sudah siap melakukan pembayaran
5. [bookmark: _Hlk218845549]Pembayaran dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf b (biaya petugas) dilaksanakan segera oleh PIHAK PERTAMA dengan cara:
· Transfer bank ke Rekening Pemerintah Lainnya :
Nomor Rekening Transfer	: 142-00-2690805-2
Bank				: Mandiri
Atas Nama			: RPL 135 PS BPAFK SBY  
· Pembayaran dilakukan segera setelah pekerjaan selesai dan kelengkapan administrasi berupa bukti pembayaran akomodasi, transportasi serta Surat Perintah Perjalanan Dinas/SPPD telah diterima PIHAK PERTAMA 

Pasal 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila pelanggaran ini tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing–masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim
3. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan atau diputuskan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing–masing pihak
4. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak mengirimkan surat persetujuan atas surat penawaran pelaksanaan pengujian kalibrasi alat kesehatan dan/atau inspeksi sarana prasarana kesehatan kepada PIHAK KEDUA di tahun pertama berlakunya perjanjian, maka perjanjian kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.	Comment by KBT BPFKS: Untuk menjadi perhatian
Dihapus apabila MoU hanya berlaku 1 tahun

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam kontrak ini adalah keadaan diluar kekuasaan salah satu pihak atau para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, yaitu:
a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, hujan terus- menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
b. Pemogokan umum, huru–hara, pemberontakan, perang dan keadaan lain yang oleh para pihak dinyatakan sebagai Force Majeure
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain

Pasal 10
HUKUM YANG BERLAKU

PARA PIHAK sepakat bahwa PERJANJIAN ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 11
PENYELESAIAN YANG BERLAKU

1. Masalah yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat
2. Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua belah pihak

Pasal 12
ALAMAT KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

a. RUMAH SAKIT ………………
Nama	: ……………………………………………     
Jabatan	: ……………………………………………
Alamat	: …………………………………………… 
Telepon	: ……………………………………………
Email	: ……………………………………………
	  
b. BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURABAYA
Nama	: Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
Jabatan	: Kepala BPAFK Surabaya
Alamat	: Jl. Karangmenjangan 22 Surabaya 
Telepon	: 031-5035830
Email	: bpfksurabaya@kemkes.go.id 

2. PARA PIHAK dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

Pasal 13
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;	Comment by KBT BPFKS: Sesuai kesepakatan
2. Perjanjian ini dilandasi oleh itikad baik dari PARA PIHAK dan dibangun atas dasar kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan yang berlaku bagi masing–masing PIHAK.
3. Hal–hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ……………
DIREKTUR,





……………………………
NIP………………………

PIHAK KEDUA
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN  SURABAYA
KEPALA,




Ahadi Wahyu Hidayat, S.Sos., S.Farm., Apt., MKM
NIP 197201301992031002
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Pihak Pertama :

Pihak Kedua  :
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